
GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 1OO.3.3.1/ 147 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS LIMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O
Tahun 20 18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daeralr, gubernur membentuk tim
pembahasan r€rncangan peraturan daerah provinsi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Pembentukan Tim Pembahas Lima Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2O25;

a.

b.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2O01 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagnimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2O2l tenlang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 20Ol tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (l,embaran Negara Repubtk Indonesia Tahun
2O2l Nomor 155, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan
Daerah fi.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O23 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Nomor
68s6);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 i:lomor 4,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67571;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengalr (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 68O4);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OI9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2021 Nomor 238, Tambahan Lemba-ran
Negara Republik Indonesia Nomor 673O);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2O18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O19 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 1781);

9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor I Tahran 2022
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daera-h fBerita
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 1);

1O. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun
2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 ll*r;rbaran
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 1);

11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2O25
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2O25 (Berita
Daerah Frovinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);
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MEMUTUSKAN:

Tim Pembahas Lima Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Papua Tengah dengan susunan keanggotan sebagaimala
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Tim Pembahas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pembahasan lima rancangan peraturan daerah
provinsi dengan DPRP/I melalui pembicaraan tingkat I dan
pembicaraan tingkat II;

b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah.

Pembahasan Lima Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, sebagai
berikut:

a. rancangan peraturan daerah provinsi tentang Tata Keloia
Badan Usaha Milik Daerah;

b. rancangan peraturan daerah provinsi tentang Pendirian
Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Mepa Terang
G*p;

c. rancang€rn peraturan daerah provinsi tentang Penyertaan
Modal pada Perseroan Terbatas Mepa Terang Grup;

d. rancangan peraturan daerah provinsi tentang Perangkat
Daerah Provinsi Papua Tengah;

e. rancangan peraturan daerah provinsi tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.
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a. Pengarah

b. Ketua
c. Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
HUKUM,

YULIUS URUNG, SH., M.H.
NrP 1 97606082002 12 1 002

I"AMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/147 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN LIMA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

1. Gubernur Papua Tengah
2. Wakil Gubernur Papua Tengah
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
1. Para Staf Ahli Gubernur;
2. Para Asisten Sekda;
3. Para Kepala Perangkat Daerah;
4. Para Kepala Biro Setda;
5. Gunawan Iskandar, S.T.,M.S.i;
6. Ferdian Nawipa, S.E;
7. Victor Petms Waroy, S.Kom.,M.Eng;
8. Hana Prihatini Wijayaningsih, S.E;
9. Mariana Renmaur, S.T;
10. Elny Yusuf t allo, S.H;
11. EliasWakerkwa, S.STP;
12. Jhon Charles Sinambela, S.H;
13. Andreas Victor Juvan Ratu, S.STP.

GUBERNUR PAPUATENGAH,

cAP/',rTD

MEKI NAWPA
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KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 23 Jurti 2025

GUBERNUR PAPUATENGAH,

cAP/TTD

MEKI NAWIPA
Salinan sesuai dengan aslinya

HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NrP 197606082002L21OO2

Salinan Keputusan ini disampaikan kcpada f!h-
1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Nabire;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.


